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BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR @ TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
emeri__ahan Dagrah, sep,gaimana telah d bah beb_ra,a kali, ierakhir dengan Undang-Undang No or 6
‘?'ahun %ant g pelie, _pan P aturan Pem€rintah PeRg,anti Unyang-Undarig Nom,ri12 Tahun 2022 mﬁlang
ijta erja Knja‘]i Undan%"Unda?{g an pasal ,0% ayat (1) geraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 entang
PenB€lolaan euangan Da®rah, G b rnur/Bupati/Wali Ko'® wajib mengajukan Ranc®"gan Peraturan ~aerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer@p (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
se g%}mana dimaksud dalam huruf a, Merupakan perwujuda_ dari Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun
2024 " af8 dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran nPendapatan dan Belanja Da rah (APBD), serta
Priorizas dan Plafon Ang8alan Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal
10 bulan Agustus tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,




10.

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 355 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah'n1999 Nomor 1 Tagpbahan Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana
telah ,iubah depgan Undang—U8 'ng  omor 15 Tahun 2000 tentang PBrubahan Atas Undang-yndang 55 Tahun
1909 qentang pembentukan Ka{{)duapattm Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahln 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
dahun 2014 Nomor 244, 'I‘amba an Lembaran N€8ara Rgpubli, Indonesia Nomor S5587) Sebagaimana telah
piubah beberapa kali, terakhir | cfl ngan Undang-Undang omor . Tahun 2023 tentang Penetapan Peratyran
eme€rintah Pengganti Undan® Urlan® Nomor 2 Tahun 2922 teRtang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indoneés.a Tahun r%U 5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik In ()rlesia Nomqg.4502)

bagaimana telah diubah denga dgératUI-an Pem e “atah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tang
PErupahan Peraturan pe™erintah N mor 23 Tahun 5(305 ten ang Peng€lolaan Keuangan Badan [&anan “mum
(Lemparan “‘egara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
ReI‘JHblik Ardonesija Tghun 2005 Nom,,. 138, Tambahan Lembgr,,, Negara Repu,lik Indonesia Nomor 4576}
s _agaim a telah d iba dengan Weraturan Pemerintah No or 65 Tahun 20?0 tentanlg Perubahan atas
P%I?atura:n Pemerintar® Nomor 56 Ta a8 2005 tentang Sistem 11'1f0'rmasi_ Keuanga? Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
R publik Indonesia Tahun 200 Nomor 18, Tambahan mbaran N gara Republik Indonesia Nomor 4972),
s&)agaimana telah diubah bebérapa kali, terakhir dengan Pé’ﬁa; ran Pemerintah Nomor 1 Tahu'' 2018 tentang
Pgrubahan Kedua atas Peratu'@n Pemerintah Nomor 5 Tahun %009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
P rtai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
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[Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6884);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
11);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 130);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 '

Nomor 112},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak
Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1348);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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" (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah déngan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah fentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 510);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakal Pada Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2023 Nomor 758);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja
Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 932);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Permmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi [nsentif Fiskal
Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut
Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri Keuangan
tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tabun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka
Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

Peraturan Daerah Kabupalen Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ladak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Landak Nomer 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor
12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nemor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Nomor 90);




52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 97);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Nomor 107). '

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.




Pengéluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode

anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 1.443.883.855.129,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah,
dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.
b.

Pendapatan Daerah ... ......cooeiiiiiiiiiiiiii e et e e e e e e e et Rp. 1.403.883.855.129,00
Belanja Daerahl .....co.uiiiee i e e e s s e Rp. 1.437.116.577 846,00
Surplus/(Defisit)  ....ooooiiiiii (Rp. 33.232.722.,717,00)
. Pembiayaan Daerah . , o , '
PEIETIITIAATL. .. evveeveereeeeeeeeseeeeseoteereeseostostessansesestesessseessenseeseensnssasaessesaens " Rp. 40.000.000.000,00
PENGEIUATALL. .uevvtiieiiiieiiitiiiii e et s b e s a et r e e st s e e s n s rea s re s abbassannes Rp. 6.767.277.283,00
Pembiayaan Netto ..., Rp 33.232.722.717.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan............ocooiiiiiiiiiineen Rp. 0,00
Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.403.883.855.129 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh
Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

a.
b.
c.

Pendapatan Asli Daerah;
Pendapatan Transfer; dan -
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.




(1)

{2)
(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 100.684.475.660,00 {Seratus
M ar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah}, yang terdiri
atily | ) : .

a. aja_ic Daerah;

b. Retrib%si Daerah;

c. Hasil P Nyelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 54.170.000,000,00 (Lima Puluh Empat Miiyar
Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difencanakan sebesar Rp 3.460.440.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus
Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp
6-167.277.283,00 (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga
Rupiah).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp
36.886.758.377,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga
Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b ditencanakan sebesar Rp. 1.274.099.379.469,00 (Satu Triliun
Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam
Puluh Sembilan Rupialh), yan8 terdiri atas :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
1.233.073.354.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu




(3)

(1)

(2)

(3)

Rupiah).
Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.026.025.469,00
(Empat Puluh Satu Milyar Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

| Pasal 6
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.100.000.000,00
(Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Juta Rupiah), yang terdiri atas :
a. Pendapatan Hibah; dan

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta
Rupiah).

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakar sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.437.116.577.846,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh
Tujuh Milyar Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas

oo’

(1)

Belanja Operasi;

Belanja Modal,

Belanja Tidak Terduga; dan
Belanja Transfer.

Pasal 8

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.011.482.816.626,00 (Satu
Triliun Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam
Rupiah), yang terdiri atas:




{2)

(3)

(5)

(1)

(2)

(3)

a. Belanja Pegawai,

b. Belanja Baranig qan Jasa;
¢. Belanja Hibah; ¢an

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 576.678.689.104,00 (Lima Ratus Tujuh
Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembiian Ribu Seratus Empat Rupiah].

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 382.003.438.120,00 (Tiga Ratus
Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 52.700.689.402,00 (Lima Puluh Dua Miiyar
Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Rupiah),

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dintncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta
Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 183.455.111.386,00 (Seratus
Delci 1H§:tPuluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang
terd, .as.

a. B¥ 1, Modal Tanah;

b. Bqanj 2 Mogal Peralatan dan Mesin;

¢ Beyar- Mo ,al edung dan Bangunan;

d. y? Mo%al Jalan, Jaringan dan Irjgasi;

e. B"a?lanj":1 Modal Aset Tetap Lgjnnya; dan

f. Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinr*ncanakan sebesar Rp. 60.460.000,00 (Enam Puluh Juta
Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.658.809.883,00
(Semp,;an Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembuan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga
Rupiah).




(4)

- (9)

(6)

(7)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 81.232.238.127,00
(Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp
82.393.191.157,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus
Lima Puluh Tujuh Rupiah). '

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 35.412.219,00 (Tiga
Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tjuh Puluh Lima
Juta Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 7.638.787.234,00 (Tujuh
Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri
atas Belanja Tidak Terduga.

(1)

(2)

(2)

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 234.539.862.600,00 (Dua
Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah),
yang terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.763.044.000,00 (Lima Milyar Tujuh
Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 228.776.818.600,00 (Dua Ratus
Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).




Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 33.232.722.717,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus
Tiga Pulth Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan : _

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13
Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat
Puluh Milyar Rupiah), yang terdiri dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
Pasal 14
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.767.277.283,00 (Enam
Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri
dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
Pasal 15
(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar
(Rp. 33.232.722.717,00) (Minus Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh
Ratus Tujuh Belas Rupiah).
(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.
33.232.722.717,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh
Belas Rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya




(2)

(3)

dimasukkan dalam Perubalian Anggaran Pendapatan dan Belanja- Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran'2024, dengan
tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD,
dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: .

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 'Daerah Kabupaten ini, terdiri dari : "

1.

Lampiran | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran I1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;




6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
&. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
Pasal 18

Bupat; menetapkan  Peraturan Bupati Landak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai tlandasan
operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ird mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 OQetember 3023

i] BUPATI LANDAK,

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 5023

SEKRETARIS DAERAH
KABU“PATE}\J_ LANDAK,

p—

VINSKENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR & ,
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : [ 6 / 2023)



Lamgiran |:  Peraluran Daerah
Nomar : 06 Tahun 2023
Tanggal ; 28 Desember 2023
KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPO K DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE UrAlaN : JUMLAM (Rp)

| 1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.684.475.6 60,00
4.1.01 Pafak, Daerah 54170 0G0.000.00
41,02 Retribusi Daeran 3.480.440 000,00
4103 Hasl Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahian 5.067.277 283,00
4.104. Lain-ain PAD yang Sah 36.886.758.377,00
4.2 PEN DAPATAN TRANSFER 1.274.099.379.469,00
4.2.01 Pendapatan Trarshar Pemari niah Pusal 1233.073.354.000.00
4.202 Penndapatan Trarsier Antac Maerah 41-026.4925.469.00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 28.100.000.000,00
43 Pendapatan Hibah £00.000.000,00
4303 LainHam Pendagatan Sesuai dengan Ketentugn Peraturan Perun&ang—Undangan- 28.500.000.00 5,00

Jumlah Pendapatan 1.403.883.855,129,00

5 BELANJA DAERAH

| 5.1 BEL ANJA QPERASI 1.011.4B62.816.626 00 :

| 5.1.01 Beloja Pagawal 576.678/689.104,00 |

! 5:1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.003,438.120,00
51.05 Belanja Hibah 52.700/85.402,00
51.06 Belanja Banwan Sossal 1012.000.00000
52 BEL ANJA MODAL 183.455111.3686,00
52m Belanja Modal Tanah 50.460.002,00
5202 Belanja Mod il Péralalan dan heg b 158.658.809.883.0D
5203 Betemja Moda! Gedung dan Bangunan B1.232.238.127.00
52.04 Belanje Modal Jalan, Jaingan, dan Ingas! $2.333.191.157.00
5205 Belanje Modal Aset Telap Lannya - 35,412.219°00
5.206 Balama Modal Aset Larnya 75.000.000,00
53 BELANJA TDAK TERDUGA 7.638.787.234,00
53.01 Betanja Tidak Terduga 7:638 787.233.00
54 BELANJA TRANSFER 234.539.862.600.00
54.01 Balanja Bagi Hasll 5.763.044.000:00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuarigan 226.776.818.6( 20.00

SIFD-RL., dicetak pada 2023-12-28 10:19:34

Halaman |




KODE URAIAIN JUMLAH (Rp)

1 2 3
Jumiah Balanjs 1.437.116.577.846,00
Total Surplus/(De Tsit) -33232.722.117,00

[ PEMBIAYAAN DAERAH -
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 40.000.000.0:00,00
6.1.01 Siza Labin Pachi wingan Anggaran Tahun Sebeiumnya 40.000.000.000.00
6.2 PENGEL.UARAN PEMBIAYAAN 6.767.277.283,00
6.202 Panyertaan Modal Daerah 6 767277 263,00
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan 6.767.277.283,00
Pemblayaan Netto 33.232722.717,00
" B3 Sisa Labih Pambiayaan Anggaran Dasrah Tahun Berkenazan [(SILPA} 0.00
Kab. Landak, 28 Desember 2023
Pj. B TI LANDAK
S\LMUEL

“SIPD-RI dicelak pada 2025-12: 29 19149134 Halamay, 2




LAMPIRAN X

FERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR @& TAHUN 20L7%

TENTANG -

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

ESELON NON ESELON
COLONGAN RUSNG ¥ 1} jii} w v T. FUNGSIONAL STAF JIMEAR

1 2 3 4 5 A yd 8 G i
1. |Golongan 1V /e i = = = =1 - - 1
2. |Golongan IV /d - 2 = - = : - 2
3. [Gprngan Ve 3 i6 : - -1 - - 16
4. lGelongan IV /b - 8 30 - » 181 3 222
5. [Golongan IV /a - | 79 7 - 324 - 411
Jumlah Golongan IV 1 27 109 7 - 505 3 652
I. |Galongan 11/d - 20 104 - 450 9 623
2. | olangan U1/ . B = 133 = 485 53 671
3. Eolr_m@n it . - = 13 = 513 287 S‘ 3
4. |Golangan 1l1/a . - - = - 171 455 B2¢,
Jumlah Golongan 11 = - 20 250 - 1.659 B804 2..33
1. |Golongan li/d 3 . : 5 o ) 77 2| . 149
2 |Golotigan /¢ - - = = - 44 268 312
3. |Golongan 11/b . - - - - 12 51 -3
4. |Golongan 11/a - = = & - 19 16 35
Jumlah Golongun II - - - = - _ 152 407 559
1 |Galongan 174 = £ ; = . - 1o 10
2 |golo_gan 1/c - - - - - s 4 4
@ olongan |4b - - . ~ - - 4 4
4, |Golongan 1/a - = . = - - 2 2
Jumlah Golongan 1 - - . - - - 20 20
1. |PPPK Gulongan |4 = - e = - - -
3 [PPPK Galongas 5-8 - - - £ - - 30 30
PPPK G‘O](‘Jn_gﬂn g-12 " r - r . = S72 872
PPPK Golongan 12-17 - - - - - - - -
Jumlah FPPK - - - - - - 602 602
Jumiah Tots 1 27 129 257 . 2.316 1.836 4.566

Pj, BUPATj LANDAK,




LAMPIRAN X1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DDAERAH TAHUN

ANGGARAN 2024

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

o Perkiraan
; : " Tah ah pi sampai erkiraan Penam orkir :
No Uralan Hinctan Bigiens a un_Pengakuan Jumlah p:u;mng saAmMpai Per ; enambalan Perkiraan Pengurangan Saldo Akhir
piutang dengan tahun N-2 Tahun N-1 tahun N-1 o a
, tahiin N-1
1 2 3 4 5 6 7= 4+5-6
Jumlah

Pj. BUPATI LANDAK,




